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BUOPAT] KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABRUPATEN KEPULAIJAN ARU

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NMAHA ESA

BUPATI KEPFULAUAN ARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam. Pasal 95
ayat (1) Undang-Undang Nornor 28 Tehun 2009 ientang
Pejek Daérsh dan Retibusi Dacrah, perlu menetapkan
Paraturan Daerah tentang Pajplk Restoran;

. Pasal 18 ayat &) Undang-Undang Desar Negara

Republik [ndonesia Tuhun 1945;
Undang-Undang Nomor 40 Takun 2003 tentahg
Pembentukan Kabupaten Seram Bagen Timur,
Kabupaten Seram Bagln Barat dan  Kabupdten
Kepulauan Aru (Lembersn Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomeor 155, Tembahan Lembaran Ncgara
Regublik [ndonesia Nomer 4350);

Undang-Undang Nomor 28 Talim 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retrbusi Daerah (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



[ L]

Undang-Undang Nomer 23 Talun 2014 tentang
Petnerintahan  Deersh [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tarhbahsn
Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
scbagaimana tdah dnibali beberapa kali tergkhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomior 23
Tahun 2014 teiitahg Pémerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tabiun 2014 Nomer 58,
Tarnbahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN KEPULAUAN ARU

Menetapkan

tat
BUPATI KEPULAUAN AR

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB )
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pajak Restoran adalah Pajak eatas pelayanan yang disediakan oleh

.Re':e:tnra_'n.

2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan danfatau minuman dengsn
dipungut baydran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
waing, bar dan sejenisnya termssuk jasa boga/katering,

3. Objck Pajk adalah Pélayanan yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan

kepentingan umum.
4, Subjkk Paipk adalah omang pribadi afau Badan yang dapat dikenakan

peik.




Wajib Papk adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar papk,

- pemotong pajpk dan permurigut pajpk, yang mempurnyal hak dan kewajiban

10,

11,

perpajakan sesuai dengen ketentuan Perafturan Perundang-Undangan
Fer pajakan Daerah.

Burat Ketetapan Pajl Daerab, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Ketetapan Pajgpk yang mepentukan besarnya jumlah pokok pajalk

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. |

Burdt Hetetepan Pgak Deerah Kuarang Bayar, yang dapat disingkat
SKFDKB, adakli Surar Kelclapan Pajk yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak jumlah kredit Pajak, jumlgh kekurangan pembayaran
pokalz Pajak, hesarnya sanksi admipnistratif, dan jumlah Papk yang magih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahen, yang selanjutnys
disingkat ESKPDKBT adalah Sural Ketetapan Pajak yang menentukan
timbahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Burat Togihan Pajak Daerah, yarg dapat disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan taghan Pajak dan/fatau sanksi administvesi berupa,
bunga dan/fatau dendas.

Pajak wvang terutang adalah Pajk yang harus dibayar peda suatu saat,
delam Masa Pajak, dalam Tahun Pgak atau dolamn Bagien Tehun Pajak
gegual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah,

BAB U
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dcngan nama Pgjak Restoran dipungut pajpl atas pelayanan yang disediakan
cleh Restoramn.

(1)
@

FPasal 3

Objck Pajak Restoran adalah pelayanan yang dissdiakan oleh. Restoran.

Pelayanan yang disediakan Reatoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipriti  pelayanan  penjualan makanan danfatau  minuman  yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di

(3 Tidek termasuk objek Pajak Restoran sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) .

adalsh pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya
tidak rhelebihi 6.000.000,00.- (enam juta rupiah] dalam 1{satu) bulan



Pasal 4
Subjck Pajk Restaran adalaby omrig pribadi atau Badan yvafng inembel
makanari dan/atan minimaEn dari Restorar.

| Pasal 5 _
 ‘Wajib Pajak Restoran sdalah arang pribadi atatl Badan yang mesigusahakan
Restoran. '

BAEB I
DASAR PENGENAAN, TARTF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal &

Dasar pengehaan Papk Restoran adalah jumlah pembayaran yang diteriria
atau yang seharusnya diterima Reéstoran.

Pasal 7

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8
Besarzn pokck Papk Restoran yarg terutang dihiing  dengan  caiw
mengalikan tarif scbapaimana diriaksud dalam Pasal 7 dengan dasar
pengenaan Papk sebagaimana dimaksud dalani Pasal 6

PAR IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Pagk Restoran yang terutang dipungut di wiliyah Kabupaten ]éiepul&uml Aru,
BABV
MASA PAJAK

Pasal 10
Masa Papk Restoran adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satiy bulan.



BAB V1
PENETAPAN

Pasal 13

Sat pajak restoran terutang ditetapkan berdasarken Surat Ketetapan Pajak
Daerali (SKPD) atau dokuiien lath yang dipersamakan.

_ RBRAB VI .
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 12

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh témpo pembayaran dan periyctoran
Pajpk yang terutang paling lama 30 {ga puluh) hari kerja setelah saat
terutarignya Pagk dan paling lame € (enam) bulan sciék  tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib Papk.

@ SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 3TPD, Swrat Keputusan pembetillan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pagk yang harus dibayar bertambaki merupakan dasar penagihan Pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama l{satu) bulan sejak
tangeal diterbitlzan.

(3) Bupati afas permohiondn wajb Papk setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetajuan kepada wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikeniaken bunga
gehesar 2 % [dua persen) sebulan.

(4 Ketentuan Ilebih knjut mengenal wEta cara pembaisaran, penyctoran,
tempat pembayaran, angsaman dan pepundaan pembayaran Pajk diatut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1} Pajk yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Sural Keputusan Keberaian dan Putusan Banding
yang tidak ataun kurang dibayar oleh wajib Pajak pada waktunya dapet
ditagih deéngan Surat Palsa.

[2) Penagihan Paiak dengan Surat Paksa di laksanakan berdasarkan Peraturani
Perundang-Undangan.
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BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 14

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwatsa setelah
- melampawd waktw 5 (lima) Tabun terhitung sejak saat terutangnya Pajalk
Kedaluwarsa penagihan Pajpk sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tertangguh apabila - |
a. diterbitkan surat téguran dan/atay surat pakssa adtau
b, ada pengakuan hutang Pajak dar wajib Pajak, baik langsung rhaupun
tidak langsung, . _
Dalarn hal diterbitken swat teguran dap sural paksa sebagaimana
dimeksud pade gyat (2) hraf g kedaluwarsa penagihan dihitibg ssjak
tanggal penyampaian surat palksa tersebist.
Pengakuen utang pejek sccara langsung s=bagrimena dimaksud pads ayet
{2) hwruf b adalah wajib Pajak degan kesadarannys rmenyatakan masih
mempunyei uteng Pgjk dan belum melunesinys kepada Pemerintah
Daerah .
Pengakuar utang secars Hdak langsung sebagaitmana dimakeud peda ayat
{2) huruf b dapar diketahui dari pengajuan permohonan angstran atau
penundaan pembayaran dan permohonen keberatan aleh wajib Pajak.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasadl 15

Dalam hal wajib pajak tilak membayar tepat pada vweltunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminisiratif berupa bunga sebesar 2 %
[dua persen) setiap tulan dari pajak yvang terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama

5 (lima) bulan.



| BABX
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundarigkan.

Agar setiap orang depat mengetahuinya mismerintahkan pengundarigari
Peraturan Daerah i dengan penempatannyae dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauarn Ari )

Ditetapkan di Dobo
pda tanggatl 19 April 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,
thd

JOHAN GONGA

Diundanglkan di Dobo

pada tanggal 15 Meci 2017 '
Plt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

tid

MOHAWAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 4

NCREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
WMALUKU : NOMOR 25/3/TAHUN 2017

Saling ¥csuai dengan aslinya

KEPALA-BAGIAN HUKUM,

NOVE.ESWIN M. SOLISSA,8H
NIP. 10711105 200501 1 000




